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ABSTRACT

The protection of Labour/worker can be enforced by various laws,
including Law No. 13 of 2003 on Manpower. This law gives great
attention to the protection of labour/worker, in the terms of substance and
scope of regulation, which includes all matters relating to labour at the
pre-employment, during and post employment. Therefore, this paper is
aimed to discuss the protection of labour/worker according to Law No. 13
of 2003 on Manpower in the terms its scope of regulation. The regulated
pre-employment, such as. Manpower Planning and Employment
Information, Job Training, Labour Placement and Expansion of
Employment Opportunities. The regulated during employment, such as:
Employment Relationships (work agreements), Protection, Wages and
Welfare and Industrial Relations. The regulated post employment, such
as. Termination of Employment and the rights them. Although the scope of
the regulation is so, it is still not perfect, considering that the law is not
perfect. Likewise, if examined in theory the scope of the validity of the law
(scope according to time): pre-employment, during and post employment
has met these criteria, but if examined from the side of purpose theory,
character and the nature labor law has not fully fulfilled.

Keywords. Protection, scope, labours/workers, law No.13 Th 2003.
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ABSTRAK

Perlindungan buruh/pekerja dapat dilakukan oleh bdwgmi
peraturan-perundang-undangan, diantaranya UU N©IL2003 tentang
Ketenagakerjaan. Undang-undang ini memberikan parhabesar
terhadap perlindungan buruh/pekerja, dari segitanbs maupun ruang
lingkup pengaturannya, yang meliputi segala halgyderhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selamsedadah masa kerja.
Oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji perlingam buruh/pekerja
menurut UU No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaansdmi cakupan
ruang lingkup pengaturannya, yaitu sebelum, selatan, sesudah masa
kerja. Pengaturan masa sebelum bekerja: Perencdesmaga Kerja dan
Informasi Ketenagakerjaan, Pelatihan Kerja, Pen&mpaenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja. Pengaturan magmasdiubungan
kerja: Hubungan Kerja (perjanjian kerja), Perlingan, Pengupahan dan
Kesejahteraan dan Hubungan Industrial. Pengaturasamsetelah
hubungan kerja, yaitu Pemutusan Hubungan Kerjaa skak-haknya.
Meskipun cakupan pengaturannya demikian, tetap lsgjam sempurna,
mengingat undang-undang tidak ada yang sempurngituBpula jika
dikaji secara teori lingkup berlakunya hukum (lingkmenurut waktu) :
sebelum, saat dan sesudah hubungan kerja, telaherméimkriteria
tersebut, namun jika dikaji dari sisi teori tujuaifat dan hakikat hukum
ketenagakerjaan belum sepenuhnya memenuhi.

Kata kunci : Perlindungan, Ruang lingkup, buruhgrgk UU No.13
Tahun 2003

. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buruh/pekerja merupakan faktor produksi utama bagatu
perusahaan, dan juga aset terpenting perusahaanakiauruh/pekerjalah
yang akan menjalankan suatu kegiatan industri onethilkungan faktor
produksi lain. Atas dasar inilah maka penjelasammniundang-undang
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatdia@mva
“Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikiga sehingga
terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendagari®&aaga kerja dan
pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan mapatjudkan kondisi
yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha”.

Perlindungan buruh/pekerja mengandung makna segpéya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memtetindungan
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kepada buruh/pekerja. Buruh/pekerja adalah setiapg yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk Rerlindungan
buruh/pekerja  dimaksudkan untuk mewujudkan tujuarukum
perburuhan/ketenagakerjaan, yang menurut Iman Soepmemiliki
tujuan pokok pelaksanaan keadilan sosial dalamnigigeerburuhan dan
pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan meginburuh terhadap
kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak mafikBegitu pula menurut
Sendjun H. Manulang tujuan hukum perburuhan yaifu() untuk
mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalardandpi
ketenagakerjaan; (2) untuk melindungi tenaga kejhadap kekuasaan
yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya demganbuat perjanjian
atau menciptakan peraturan-peraturan yang bergifamaksa agar
pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhaelagga Kkerja.

Sedangkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerzasal 4

merumuskan bahwa pembangunan ketenagakerjaanua@rtuj

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerjaasep@imal
dan manusiawi;

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan pemyedanaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunamomnabsian
daerah;

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalaawujudkan
kesejahteraan; dan

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan kelogeg

Perlindungan buruh/pekerja dapat dilakukan oleh bdwggmi
peraturan-perundang-undangan di bidang perburuétmhgakerjaan,
yang salah satunya diatur oleh UU No0.13 Tahun 2Q@68tang
Ketenagakerjaan. Undang-undang ini sangat memilpmerigarhatian
terhadap perlindungan buruh/pekerja. Menurut Abdloidkim beberapa
pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengatur pentgdn
buruh/pekerja, yaitt?:

1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaanhaaianberikan
perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudiesej&hteraan
(Pasal 4 huruf c).

2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang samapat
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).

YIman SoepomadPengantar Hukum Ketenagakerjaan, Djambatan, Jakarta, 1999, him.19.
“Sendjun H. Manulang?okok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 2001, him. 2.

$Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, him. 59-60.
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3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuag gama tanpa
diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).

4. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh danfaemingkatkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuaiamlebgkat,
minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerjagPHL).

5. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang samak mengikuti
pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnyal(Pasgat (3)).

6. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatansgna untuk
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan peeieh
penghasilan yang layak di dalam atau di luar ng@asal 31).

7. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mempendelindungan
atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral darsilkes), dan
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martalatsiasserta nilai-
nilai agama (Pasal 86 ayat (1)).

8. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghagilag memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal&88H)).

9. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak unt@mmperoleh
jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)).

10. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjaglicia serikat
pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1)).

Uraian di atas menunjukkan bahwa UU No.13 Tahun3200
memberikan perhatian besar terhadap perlindunganhlpekerja, baik
dari segi substansi (muatan materinya) maupun rudngkup
pengaturannya. Dari segi ruang lingkup pengaturanniarena
ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubwegman tenaga kerja
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa(Ragal 1 angka (1)
UU No.13 Tahun 2003). Menurut Abdul Khakim masaedeim bekerja
(pre-employment), masa selama beker{during employment) dan masa
setelah bekerjgpost employment)*, begitu pula menurut Lalu Husni
bahwa substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidakya mengatur
hubungan hukum dalam hubungan kerja $ajming employment), tetapi
mulai dari sebelum hubungan beke(fa-employment) sampai setelah
hubungan kerjgpost employment)®. Atas dasar hal tersebut maka perlu
penelitian dan pembahasan perihal pengaturan gengan buruh/pekerja
menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Abdul Khakim,Op.cit, him. 10-11.
®Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, ERlsiisi, Cet.14, RadjaGrafindo
Persada, Jakarta, 2016, him.87.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusanalahas
penelitian dan pembahasan penulisan ini adalahaperag perlindungan
buruh/pekerja menurut UU No.13 Tahun 2003 tentaeteKagakerjaan
dari segi cakupan ruang lingkup pengaturannyau yseébelum, selama,
dan sesudah masa kerja.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Gebieddeer dari JhaLogeman Lingkup Berlakunya Hukum
Membahas ruang lingkup hukum ketenagakerjaan yatgraleh

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yarencakup

ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dadatesnasa kerja,

maka ada baiknya mengemukakan t€eebiedsleer dari JHA Logeman
tentang lingkup berlakunya hukum. Menurut te@Gebiedsleer dari JHA

Logeman lingkup berlakunya hukum adalah suatu ke@balang di mana

kaedah itu berlaku. Ada 4 (empat) lingkup laku hak

1. Lingkup laku pribadi(Personen gebied): berkaitan dengan pengaturan
siapa atau apa, yaitu: (i) Buruh-pribadi kodrat); Pengusaha-pribadi
hukum; dan (iii) Pemerintah-jabatan.

2. Lingkup waktu menurut waktyTijdsgebied): menunjukkan kapan
suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaedah hukyanty: (i) Sebelum
hubungan kerja; (ii) Saat hubungan kerja; dan @§gsudah hubungan
kerja.

3. Lingkup laku wilayah(Ruimtegebied): lingkup laku menurut wilayah
adalah wilayah terjadinya suatu peristiwa hukumgydibatasi oleh
kaedah hokum, yaitu: (i) Regional: non-sektoralaegl dan sektoral
regional; dan (ii) Nasional: non-sektoral nasiordn sektoral
nasional.

4. Lingkup laku menurut hal : lingkup laku menurut hialval adalah
berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadk gigagaturan dari
suatu kaedah yang antara lain meliputi : (i) Pemgam dan
pendayagunaan tenaga kerja; (i) Hubungan kerija; Keselamatan
dan kesehatan kerja (K3); (iv) Jamsostek; dan KiK Ban PPHI.

B. Teori Tujuan Hukum K etenagakerjaan

Menurut Iman Soepomo, tujuan pokok hukum perburuddadah
pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang perburddsampelaksanaannya
diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh teghvkekuasaan yang

®M.Hadi ShubhanBahan Kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 2006.
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tidak terbatas dari pihak majikdhSedangkan menurut Sendjun H.
Manulang, tujuan hukum perburuhan adalah melipdti (1) untuk
mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalardandpi
ketenagakerjaan; dan (2) untuk melindungi tenagaakeéerhadap
kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha,nygsdengan membuat
perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturamg yeersifat memaksa
agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenangdeghtenaga kerja
sebagai pihak yang lemah. Sedangkan UU No.13 Th3 2@@tang
Ketenagakerjaan Pasal 4 menyatakan bahwa pembanguna
ketenagakerjaan bertujuan :

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerjaaseptimal
dan manusiawi;

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan pemyedenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunawnahsian
daerah;

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalsawujudkan
kesejahteraan; dan

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan kelogeg

Jadi pada pokoknya hukum perburuhan bertujuan mekabe
perlindungan terhadap buruh/pekerja dalam rangkaujuelkan keadilan
sosial, dan perlindungan mana dapat tercipta deaganya peraturan-
peraturan yang bersifat memaksa, meskipun par&k mlhpat membuat
perjanjian dengan bebas tetapi tidak cukup meméerigerlindungan
mengingat kedudukan para pihak tidak sama terutborah/pekerja
secara sosial ekonomis lemah. Maka pengaturanldleNo. 13 Th 2003
tentang Ketenagakerjaan yang memiliki ruang lingkppngaturan
sebelum, selama dan sesudah masa kerja, sesuandésgyi tujuan
hukum ketenagakerjaan.

C. Teori Hakikat Hukum K etenagaker jaan
Menurut Iman Soepomo, hakikat hukum perburuhandada yaitu

hakikat secara yuridis dan hakikat secara sosm®lo§ecara yuridis
buruh/pekerja memang bebas. Hal ini sesuai dengasip negara kita
bahwa perbudakan atau perdagangan budak serta qegaluatan yang
bertujuan kepada itu dilarang. Secara sosiologiatbadalah tidak bebas.
Sebagai seorang yang tidak mempunyai bekal hiduapdari tenaganya
dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubukgga dengan
majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sentihih-lebih saat

"Iman SoepomaQp.cit, him.19.
8Sendjun H. Manuland)p.cit, him.2.
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sekarang ini jumlah tenaga kerja tidak sebandinggae lapangan
pekerjaan yang tersedia, ia terpaksa untuk bekepada orang lain yaitu
pengusaha di mana pengusaha ini pada dasarnya tuearesyarat-syarat
kerja’. Jadi meskipun buruh/pekerja memiliki kebebasararse yuridis,
artinya memiliki kedudukan yang sama di depan hukdengan
pengusaha, namun secara sosiologis kedudukan pakehnja
tersubordinasi oleh majikan/pengusaha, artinya ysadtgpa memiliki
kewenangan untuk memerintah buruh/pekerja dan ngkeam syarat-
syarat kerja dan keadaan perburuhan. Wenang pgennéaupakan salah
satu unsur perjanjian kerja, ini menunjukkan kedkatiupengusaha lebih
tinggi/kuat daripada kedudukan buruh/pekerja. Okalnena itu dalam
rangka melindungi buruh dari hakikat secara sogisla@dan menjaga
hakikat secara yuridis diperlukan campur tanganepgtah baik dengan
membuat peraturan-peraturan yang bersifat melindimguh/pekerja
tersebut maupun dalam penegakan peraturannya. Bo@pomo pun
menyatakan bahwa penguasa baik dengan maupundetejan bantuan
organisasi buruh, mengadakan peraturan-peraturanirt#akan-tindakan
yang bertujuan melindungi pihak yang lemah untulnengpatkan pada
kedudukan yang layak bagi kemanusidMaka pengaturan tersebut
yaitu oleh UU No. 13 Th 2003 yang memiliki ruanggkup pengaturan
sebelum, selama dan sesudah masa kerja, sesuandeswyi hakikat
hukum ketenagakerjaan.

D. Teori Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Dalam hubungan buruh/pekerja dan pengusaha betiakum
otonom dan heteronom, dan inilah yang melahirkakutm perburuhan
bersifat hukum privat dan hukum publik. Bersifatkbon privat artinya
hukum perburuhan mengatur hubungan antara burujadgrengusaha di
mana masing-masing pihak bebas untuk menentukamlkbdan isi dari
hubungan kerja di antara mereka. Bersifat hukumilpubenunjuk pada
adanya peraturan hukum yang bersifat memaksa yang flitaati oleh
pengusaha dan buruh apabila mereka melakukan habupgrburuhan.
Peraturan yang bersifat memaksa dikeluarkan oleghepetah dengan
tujuan untuk menghindari eksploitasi buruh sebgghak yang lemah
oleh pengusaha. Adanya hukum otonom dan heteronaka reetengah
orang mengatakan hukum perburuhan sifatnya bukgprevaatrechtelijk
(soal perdata), melainkapubliekrechtelijk (hukum publik)** Menurut
Zainal Asikin dkk, juga memiliki sifat sebagai hukuprivat dan hukum
publik. Sifat keperdataannya yaitu adanya huburgaga yang timbul

° Iman SoepomadQp.cit, him.8.
“Upid, him.9.
" Ibid, him.11.
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karena perjanjian kerja (secara umum diatur BukuKWWH Perdata).
Bersifat publik karena pemerintah campur tanganardalmasalah
perburuhan, misalnya dengan mengeluarkan keteritalawa pemutusan
hubungan kerja harus dengan ijin, adanya sankanpighada perundang-
undangan perburuhdAMaka pengaturan tersebut yaitu oleh UU No. 13
Th 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memiliki ruamgkup
pengaturan sebelum, selama dan sesudah masahatiijai, sesuai dengan
teori sifat hukum ketenagakerjaan.

1. PEMBAHASAN

Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan berdasarkaal Ramngka
1 UU No. 13 Th 2003 adalah segala hal yang berhgdrudengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah keaga Menurut
Abdul Khakim masa sebelum bekerfpre-employment), masa selama
bekerja (during employment) dan masa setelah bekerjdpost
employment)*®. Sedangkan menurut Lalu Husni bahwa substansarkaji
hukum ketenagakerjaan meliputi hubungan hukum sabdiubungan
kerja (pra-employment), dalam hubungan kerj@uring employment) dan
setelah hubungan ker{post employment ), maka konsep ketenagakerjaan
inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perandke&kum yang ada,
apakah mencakup ketiga bidang tersébut

1. Masa sebelum bekerja (pre-employment).

Menurut Abdul Khakim masa sebelum bekerjgpre-
employment) adalah berkaitan dengan masalah pengadaan teegga k
yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahdan
penempatan tenaga keéfjaSedangkan menurut Lalu Husni sebelum
hubungan kerja berkenaan dengan kegiatan mempesiagalon
tenaga, upaya untuk memperoleh/mengakses loworgjarjgan dan
mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerjalsebenendapat
pekerjaan. Bidang-bidang tersebut meliptii(i) penempatan tenaga
kerja di dalam negeri; (ii) Penempatan tenaga Kexjuar negeri; (iii)
wajib lapor lowongan pekerjaan; (iv) wajib laportéeagakerjaan di

12 7ainal Asikin et alDasar-dasar Hukum Perburuhan, RadjaGrafindo Persada, Jakarta,
2006, him.6.

13 Abdul Khakim,Op.cit, him.10-11.

 alu Husni,Op.cit, him.87-88.

>Abdul Khakim,Loc.cit.

'8 alu Husni,Op.cit, him.88-111.
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perusahaan; dan (v) pelatihan kerja. Pengaturaa seslum bekerja

dalam UU No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaalahda

a. Bab IV : Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi
Ketenagakerjaan
Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusenaana
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadiksar dian acuan
dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksapeogram
pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambuirgeal (1
angka 7). Sedangkan informasi ketenagakerjaan ladgallaungan,
rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angkey yelah
diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai artgi rdan
makna tertentu mengenai ketenagakerjaan (Pasalgkaa8).
Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagalkedisusun
dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan yang juaertu
meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri teraagja serta
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur nterata, baik
material maupun spiritual. Menurut Adrian Sutedy Mo. 13 Th
2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan sandgang
kuat atas kedudukan dan peranan perencanaan tkeggadan
informasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur Fadah 8.

b. Bab V : Pelatihan Kerja
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan umiinbekali,
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerjaa gu
meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kessjaanh (Pasal
9 UU No. 13 Th 2003). Pengaturan lengkapnya adddédm pasal
9 s/d 30 UU No. 13 Th 2003. Menurut Adrian Suteg@rogram
pelatihan kerja perlu diprioritaskan baik dalamgieanmenghadapi
era gobalisasi dan pesaingan dunia, maupun untukgatesi
dampak krisis ekonomi serta mengurangi pengangguran
Kompetensi sumber daya manusia Indonesia perlagigikan
setara dengan standar kompetensi internasional, a@anpu
bersaing dengan tenaga kerja luar néieRelatihan kerja tidak
hanya dilakukan bagi tenaga kerja yang sudah/lekefpa, tetapi
juga bagi tenaga kerja yang belum bekerja guna mgkatkan
keterampilan/keahliannya sebagai bekal memasukadunja®.

17 Adrian SutediHukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him.1.
8 1bid, him.9.
9| alu Husni,Op.cit, him.111.
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2.

c. Bab VI: Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan Tenaga Kerja dilakukan karena setisggaekerja
mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk rhemili
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperetefhasilan
yang layak di dalam atau di luar negeri (pasal Bnempatan
tenaga kerja dilakukan baik di dalam negeri (selok@ dan antar
daerah) maupun penempatan tenaga kerja di luar rinege
Pengaturan lengkapnya adalah dalam pasal 31 sldélU38lo. 13

Th 2003.

d. Bab VIl : Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja dilakukan baik di dateampun di
luar hubungan kerja. Menurut Adrian Sutedi, mel&esempatan
kerja pertumbuhan ekonomi dapat tercipta dan mé&aikgn daya
beli masyarakat. Penciptaan kesempatan kerja diakulengan
menumbuhkan dunia usaha melalui berbagai kebijaleamasuk
bidang ketenagakerjagh Pengaturan lengkapnya adalah dalam
pasal 39 s/d 41 UU No. 13 Th 2003.

Masa selama bekerja (during employment).

Menurut Abdul Khakim masa selama bekerjauring
employment) adalah masa selama hubungan kerja (substansi dari
hukum ketenagakerjaaff). Sedangkan menurut Lalu Husni aspek
hukum ketenagakerjaan dalam hubungan k@ihyming employment)
meliputi :*? (i) perjanjian kerja sebagai dasar hubungan keiijp;
perlindungan norma Kkerja; (iii) pengawasan perbanch (iv)
perselisihan hubungan industrial; (v) keselamatam kesehatan kerja;
(vi) perlindungan upah; (vii) jaminan sosial tgaakerja; (viii)
mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan @xsourcing.
Pengaturan masa selama hubungan kerja dalam UU3N®h 2003
adalah :

a. Bab IX : Hubungan Kerja
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjiafak@tasal 50
UU No.13 Th 2003), yang mana menurut Pasal 1 adgk&U
No.13 Th 2003 bahwa hubungan kerja adalah hubuagéera
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan panakgrja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan peritta karena
itu, pembahasan dalam hubungan kerja mencakupnpan&erja
berikut unsur-unsur perjanjian kerjany®engertian perjanjian

20 Adrian SutediQOp.cit, him.6.
2L Abdul Khakim,Op.cit, him. 10-11.
%2 L alu Husni,Op.cit, him.113-167.
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kerja menurut Iman Soepomo adalah suatu perjanyiang
diadakan oleh buruh dengan majikan, dimana pihakg ysatu
(buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihaik (majikan)
dengan menerima upah dan pihak lain (majikan) nkeigan diri
untuk mempekerjakan pihak yang satu (buruh) demgambayar
upalf®. Subekti dalam Djumadi memberikan pengertian pgga
kerja adalah suatu perjanjian antara seorang nmajigag ditandai
dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentuangd suatu
hubungan atas bawafdienstverhouding) yakni suatu hubungan
atas dasar pihak yang satu majikan berhak meminepkantah
yang harus ditaati oleh pihak lainfi{;aSedangkan perjanjian kerja
menurut Pasal 1 angka 14 UU No.13 Th 2003 adatgjamian
antara pekerja/burun dengan pengusaha atau peRergiyang
memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pahak.
Berdasarkan UU No0.13 Th 2003 perjanjian kerja medgag 3
(tiga) unsur, yaitu : unsur pekerjaan, unsur updan unsur
perintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bapesganjian
kerja adalah perjanjian dengan mengandung unsrjpek, unsur
pelayanan (di bawah perintah/pimpinan orang Jaimsur upabh,
dan unsur waktu tertentu. Keempat unsur terselerupakan
esensialia perjanjian kerja, dan lazimnya perjanjimmaka
perjanjian kerja mengandung ketentuan-ketentuan :

(1).Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Kerja: Menurut pasal 52
ayat (1) UU No. 13 Th 2003 perjanjian kerja dibats dasar :
(a) kesepakatan kedua belah pihak; (b) kemampuan at
kecakapan melakukan perbuatan hukum; (c) adanyarjpak
yang diperjanjikan; dan (d) pekerjaan yang dipgigitan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaam da
peraturan perundangan yang berlaku.

(2).Jenis Perjanjian Kerja : Secara garis besar meliputi
perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) damjadian
kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT aalal
kesepakatan kerja antara pekerja/buruh dengan gangu
yang diadakan untuk jangka waktu tertentu atau dsentkan
selesainya suatu pekerjaan tertentu (Pasal 52yaPKWTT
adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh depgagusaha
untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Menurut Bglim
yang dinamakan PKWTT sifatnya langgeng, dan koresehiu
hukum jika salah satu pihak akan mengakhiri atamnateskan

3 |man SoepomdQp.cit, him.70.
24 Djumadi, Perjanjian Kerja, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, him.30.

11



Ruang Lingkup Pengaturan ...... Dede Agus

hubungan kerja, terutama pihak pengusaha, merekas ha
dengan izin, kewajiban atas pembayaran uang j&sangon,
ganti rugi serta syarat-syarat lainnya . Disamping
diperjanjikan PKWTT dapat juga terjadi dalam hal-ta
PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan Hatunf, (ii)
PKWT tidak dibuat untuk pekerjaan yang menurutgetan
sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalakiu
tertentu, (ii) PKWT diadakan untuk pekerjaan ydmgysifat
tetap, (iv) PKWT yang didasarkan atas jangka wa&ttentu
diadakan lebih dari 2 (dua) tahun dan diperpanjabth dari
satu kali untuk jangka waktu lebih dari 1 (satubuta, (v)
pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT, paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhir tidak memlserik
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan, dan (vi) pembaruan PKWT diadakank tida
melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) harakhirnya
perjanjian kerja tersebut yang lama, diadakan lel@h satu
kali dan lebih dari 2 (dua) tahth

(3).Bentuk dan Is Perjanjian Kerja : Berdasarkan ketentuan
Pasal 51 ayat (1) UU No. 13 Th 2003, maka perjanjarja
dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertusigfli Dengan
demikian perjanjian kerja bentuknya dapat tertalisu tidak
tertulis/lisan. Namun dalam zaman modern bentulapgan
kerja tertulis lebih menjamin kepastian hukum. &gran kerja
yang dibuat secara tertulis lebih bermanfaat karakan
memuat rumusan persyaratan kehendak kedua belak pih
dengan tegas dan jelas sehingga akan timbul kepastikum
dan terhindar dari keragu-raguan, dan sebagai hakiilis
apabila terjadi perselisihan. Bahkan akan lebihk bdan
terjamin keabsahannya apabila dibuat menjadi aldati di
hadapan notaris. Sesuai dengan asas kebebasamthako
maka para pihak bebas untuk menentukan isi pesjarkerja
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undasgsikean
dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontralebigrs
berasal dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dengan
memperhatikan Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Péfdata
Menurut Iman Soepomo, isi perjanjian kerja merupgiakok
persoalan, yaitu bahwa pekerjaan yang dijanjikdaktiboleh

“Djumadi,Op.cit, him.62.
% EX Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, 2005, him.11-12.
2"Abdul Khakim,Op.cit, him.28.
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bertentangan dengan ketentuan undang-undang ygatgyai
memaksa atau dalam undang-undang tentang ketertham
atau dengan tata susila masyardkat

b. Bab X : Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan
Perlindungan dalam UUK ini meliputi : perlindung&agi

penyandang cacat (pasal 67), perlindungan anakl(f8ss/d 75),

perlindungan perempuan (pasal 76), perlindungantwéderja

(pasal 77 s/d 85), dan perlindungan keselamatankdaahatan

kerja (K3) (pasal 86 s/d 87). Menurut Lalu Husnilipedungan ini

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekggag
berkaitan dengan norma kerja yang meliputi : pekanak, pekerja
perempuan, waktu kerja dan istiraliat

Pengupahan berkata dasar upah, adalah hak pekeujamng
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaalan dari

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buraing y

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjiaamja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangamasik
tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (fasagka 30 dan
pasal 1 angka 1 PP No. 78 Th 2015 tentang Penguapdbalam

UU No0.13 Th 2003 secara garis besar diatur dalasal @8 s/d 98.

Pengaturan ini dalam rangka memberikan perlinduriggmada

pekerja/buruh, yaitu dalam rangka mendapatkan pesiigin yang

layak sebagai manusia yang mempunyai harkat dataladr Hal

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) U3Nbh 2003,

yang berbunyi:"untuk mewujudkan penghasilan yangnerauhi

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaidiaaksud
dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakargypahan
yang melindungi pekerja/buruh”. Kebijakan pengupatiemaksud

di antaranya adalafi’:

(1).Upah minimum : diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan
oleh pemerintah sebagai jarang pengar(safety net) yang
merupakan upah bulanan terendah yang terdiri gtals tanpa
tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tgteqm
hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerjang
dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersamgkut
Ditetapkan tiap tahun oleh pemerintah berdasarkdoutkihan
hidup layak dan dengan memperhatikan produktivilas

%8 |man SoepomdQp.cit, him.59.
9 _alu Husni,Op.cit, him.113-117.
% Lihat Pasal 88 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 taptéetenagakerjaan.
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pertumbuhan ekonomi. UMP (upah minimum provinsi)
ditetapkan oleh gubernur melalui Keputusan Gubedamgan
memperhatikan rekomendasi/usulan dari dewan pehgnpa
provinsi. UMK (upah minimum kabupaten/kota) ditdkap
oleh gubernur melalui Keputusan Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi bupati/walikota sertansalan
pertimbangan dewan pengupahan provinsi. Rekomendasi
bupati/walikota berdasarkan saran dan pertimbardmman
pengupahan kabupaten/kota. Kebutuhan hidup layak
merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Bajahgl
untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhgsatu)
bulan. Penetapan Upah minimum dihitung dengan
menggunakan formula perhitungan Upah minimum, yaitu
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % A PDBt)}. UMn : Upah
minimum yang akan ditetapkan, UMt : Upah minimurhuta
berjalan, Inflasit : Inflasi yang dihitung dari pmte September
tahun yang lalu sampai dengan periode Septembem tah
berjalan, dam\ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik 8rydng
mencakup periode kwartal 11l dan IV tahun sebeluanighan
periode kwartal | dan Il tahun berjalan. Jadi folanu
perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun
berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara hUpa
minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkéasi
nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhandikro
Domestik Bruto tahun berjalan. Dasar hukum : P88aB9 s/d

92 UU No0.13 Th 2003 dan PP No. 78 Th 2015 tentang
Pengupahan.

(2).Upah kerja lembur : pengusaha harus mempekerjakan

buruh/pekerja sesuai dengan waktu Kkerja, jika nigleb
ketentuan harus dihitung/dibayar lembur. Kerja lamiberarti
kerja yang melebihi waktu kerja yang telah dite@pkDasar
hukum upah kerja lembur adalah : pasal 77 s/d 78Ndl13
Th 2003, Kepmenakertrans No.Kep-102/MEN/2004 temtan
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, dan Resat
Pemerintah No.78 Th 2015 tentang Pengupahan.

(3).Upah tidak masuk kerja karena berhalangan atau

melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya atau
menjalankan hak waktu istirahat kerja : Ketentuan ini diatur
dalam pasal 93 UU No.13 Th 2003 dan pasal 24 sl &2
PP No.78 Th 2015 tentang Pengupahan. Dalam pengapah
berlaku asaso work no pay (tidak bekerja tidak dibayar), hal
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ini berdasarkan pasal 24 ayat (1) PP No0.78 Th 2Qa&g
berbunyi : “upah tidak dibayar apabila pekerja/buridak
masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaanasAsi

tidak berlaku apabila pekerja/buruh bersedia médaku
pekerjaan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya.

(4).Upah untuk pembayaran pesangon, uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak : Uang yang harus
dibayarkan kepada buruh/pekerja apabila diputuskdringan
kerjanya dan berhak menerimanya sesuai ketentusal &6
dan 157 UU No.13 Th 2003 dan dan pasal 34, 35 PP8N\Ith
2015 tentang Pengupahan. Dasar perhitungannyahadpéh
pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang éetstbp
yang diberikan kepada pekerja/lburuh dan keluarganya
termasuk harga pembelian dari catu yang diberikepa#a
pekerja/buruh.

(5).Struktur Dan Skala Pengupahan Yang Proporsional
penyusunannya dimaksudkan sebagai pedoman peneiaaian
sehingga terdapat kepastian upah bagi setiap pékeanh,
serta mengurangi kesenjangan antara upah terendah d
tertinggi di perusahaan. Dasar hukumnya pasal 92NdU.3
Th 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Lii@&917
tentang Struktur dan Skala Upah. Pasal 92 ayat (1)
menyatakan:“Pengusaha menyusun struktur dan skaddé u
dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja,
pendidikan, dan kompetensi”. Struktur dan skalahupdalah
susunan tingkat upah dari yang terendah sampaiadeyang
tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengamgyterendah
yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yanyeisl
sampai dengan yang terbesar untuk setiap golorejaatajn
(Pasal 1 angka 3 Permenaker).

(6).Upah untuk perhitungan pajak penghasilan : Upah untuk
perhitungan pajak penghasilan yang dibayarkan uptjlk
penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan ydibgrima
oleh Pekerja/Buruh. Pajak penghasilan ini dapatlsibkan
kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang diat@amdal
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Harjaferja
Bersama. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturamdzerg-
undangan (Pasal 36 PP No. 78 Th 2015 tentang Pahgap

Kesejahteraan, dalam hal ini kesejahteraan pekarjai
adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau kepeyaiag
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bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maug luar
hubungan kerja, yang secara langsung atau tidajsueuyg dapat
mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungaerj& yang
aman dan sehat (pasal 1 angka 31 UU No.13 Th 2B@8gaturan
kesejahteraan pekerja dalam UU No.13 Th 2003 sezars besar
diatur dalam pasal 99 s/d 101. Menurut pasal tatsatfa empat
(4) pengaturan, yaitu jaminan sosial tenaga kefg@silitas
kesejahteraan, koperasi pekerja/buruh dan usateysroduktif
di perusahaan. Dari keempat tersebut pengaturaanggfaminan
sosial tenaga kerja yang paling menonjol, yaiteaetum dalam
Pasal 99 UU No. 13 Th 2003 yang berbunyi :
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimakdaich dgat
(1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perungaigngan
yang berlaku.

Sebelum berlakunya UU No0.13 Th 2003 tentang
Ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja thkthr oleh UU
No.3 Th 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Keijai. ddatur
oleh Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasi@HalNo.40
Th 2004) dan UU No. 24 Th 2011 tentang Badan Pengglara
Jaminan Sosial (BPJS). Kedua undang-undang tersebut
memperluas kemanfaatan program jaminan sosial oliehjdima)
program, yaitu: jaminan kesehatan, jaminan keeglakkerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kemd#Pasal 18
UU No. 40 Th 2004 dan Pasal 6 UU No. 24 Th 201¥ndan
peraturan perundang-undangan baru ini nampak bahwa
buruh/pekerja telah lebih terlindungi jika dilihdari segi jenis-
jenis program jaminan sosial tenaga kerja.

. Bab Xl : Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungamng ya
terbentuk antara para pelaku dalam proses prodbksang
dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaharjaéouruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Patecatan UUD
1945 (pasal 1 angka 16). Dalam UU No.13 Th 200&rsegaris
besar diatur dalam pasal 102 s/d 149. Berdasarasal 103 UU
No0.13 Th 2003 hubungan industrial dilaksanakan lmekarana:
(1) serikat pekerja/serikat buruh; (2) organisashgusaha; (3)
lembaga kerja sama bipartit; (4) lembaga kerja saipartit; (5)
peraturan perusahaan; (6) perjanjian kerja bers@mageraturan
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perundang-undangan ketenagakerjaan; dan (8) lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

1)

2)

3)

4)

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasg ygihentuk
dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perasshmaupun

di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbulandm,
demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjaangk
membela serta melindungi hak dan kepentingan pkeruh
serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/burun  dan
keluarganya (pasal 1 angka 17). Pasal 104 UU Nd@h13003
menjamin kebebasan berserikat dan perlindunganuinékk
berorganisasi bagi buruh dan merupakan hak buerdjeRsan
Pasal 104 ayat (1), menyatakan: “Kebebasan untuk
membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggotkas
pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak rdasa
pekerja/buruh”.

Organisasi pengusaha adalah organisasi yang dibexéin
pengusaha, hal ini karena UU No.13 Th 2003 tidakyaa
menjamin kebebasan berserikat dan perlindungan uindkk
berorganisasi bagi buruh saja tetapi juga bagi ypeattp. Pasal
105 UU 13 Th 2003 menyatakan: (1) Setiap pengubahaak
membentuk dan menjadi anggota organisasi pengugaha;
Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatuaissesugan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga kerja sama (LKS) meliputi lembaga kerja asam
bipartit dan lembaga kerja sama tripartit. Lembkegga sama
bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi gerai hal-

hal yang berkaitan dengan hubungan industrial du sa
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusahaeatikat
pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instayesig
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atasurun
pekerja/burun (Pasal 1 angka 18 UU No.13 Th 2003).
Sedangkan lembaga kerja sama tripartit adalah forum
komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang rahsal
ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari uosgenisasi
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,dan petabr{Pasal

1 angka 19 UU No.13 Th 2003).

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dilegaras
tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syanga klan
tata tertib perusahaan (Pasal 1 angka 20 UU Nolil20D3).
Peraturan perusahaan berhubungan erat denganjip@rjearja

dan menurut FX.Djumialdji pasangan dari perjanjieerja,
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atau pelengkap perjanjian ketjaDalam UU No.13 Th 2003,
peraturan perusahaan diatur dalam Bagian Keenam RBAB
tentang Peraturan Perusahaan pasal 108 s/d 11brigrasal
108 peraturan perusahaan wajib dibuat oleh pengugahg
mempekerjakan buruh/pekerja sekurang-kurangnya rafigo
dengan pengecualian tidak wajib bagi perusahaag {elah
memiliki perjanjian kerja bersama (PKB).

5) Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yangupadan
hasil perundingan antara serikat pekerja/serikautbuatau
beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tdrcptala
instansi yang bertanggung jawab di bidang keterexgmdn
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha ataonpeldn
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hakedeagiban
kedua belah pihak (pasal 1 angka 21 UU No.13 Th3R00
Pengaturan PKB diatur dalam Bab XI bagian ketujasap116
s/d pasal 133.

6) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan aafdier
hukum ketenagakerjaan, diantaranya UU No. 13 Th3200
tentang Ketenagakerjan yang berisi kebijakan umubidang
ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannyampiisz itu
termasuk pula peraturan perundangan ketenagakeyjaag
berlaku sebelum berlakunya UU No. 13 Th 2003 dasiima
berlaku.

7) Lembaga penyelesaian perselisihnan hubungan induattalah
lembaga yang ada sangkutpaut dan bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan, yaitu disnaker dan pelagad
hubungan industrial (PHI).

3. Masa setelah bekerja (post employment)

Menurut Abdul Khakim masa setelah bekerjgost
employment) yaitu perlunya perhatian setelah hubungan kehagga
tenaga kerja tetap mendapatkan perlindungan sedeegdilan® .
Sedangkan menurut Lalu Husni aspek hukum setelabngan kerja
maksudnya adalah aspek hukum yang berkaitan detlegaga kerja
pada saat purna kerja termasuk pada saat pemutubamgan kerja
dan hak-haknya, termasuk juga jaminan sosial terkag@a khusus
program jaminan kematian dan jaminan harftu®engaturan masa
setelah hubungan kerja dalam UU No. 13 Th 2003 abent
Ketenagakerjaan adalah Bab XIlI tentang Pemutusdnuihjan Kerja.

%! 1bid, him.59.
%2 Abdul Khakim,Op.cit, him.10-11.
% Lalu Husni,Op.cit, him.174-188.
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Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat berdampaktinega
dan positif bagi buruh/pekerja maupun pengusahanda& negatif
bagi buruh/pekerja hilangnya salah satu cara mestgier
pendapatan/penghasilan dan secara umum merupakangsaraan
bagi buruh yang bersangkutan. Dampak positif timlaabila
buruh/pekerja sudah merasa lelah dan bosan unterjaedibawah
pimpinan pengusaha. Dampak negatif PHK bagi pemgusalalah
hilang/berkurangnya sumber daya manusia yang #imya, padahal
sumber daya manusia merupakan aset berharga paansahidak
mudah dan murah untuk mendidik, melatih buruh/gaekeagar
terampil dan berkualitas. Dampak positif PHK bagngusaha
berkurangnya beban finansial yang harus ditanggnamgusaha atau
non finansial hilangnya/berkurangnya buruh/pekeygng kurang
berkualitas.

PHK dapat diakibatkan oleh berbagaimacam sebabeitguat
diantaranya adalah : (fgrmination, yaitu PHK karena selesainya atau
berakhirnya perjanjian kerja; (B)smissal, yaitu PHK karena tindakan
indisipliner sehingga buruh/pekerja mendapat sapksnutusan; (3)
redundancy, yaitu PHK karena adanya perkembangan teknologi
sehingga menggeser/mengurangi peran buruh/peket@n (4)
retrenchment, yaitu PHK karena masalah-masalah ekonomi seperti
resesi ekonomi, krisis moneter.

Pengertian PHK menurut pasal 1 angka 25 UU No.12008
adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatuehahtu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antakerja/buruh
dan pengusaha. Menurut Halim dalam Abdul Khakim P&tkalah
suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antarauhbutan
pengusaha karena suatu hal tert&htdedua pengertian menandakan
bahwa PHK dapat diakibatkan oleh berbagai sebalertsefelah
diuraikan di atas.

Mengingat PHK termasuk ketegori masa setelah bekeogt
employment) karena dapat mengakibatkan berakhirnya hubungga ke
dan agar buruh/pekerja tetap mendapatkan perlir@dungesuai
keadilan sosial, maka UU No. 13 Th 2003 tentanteKagakerjaan
mengatur tentang PHK, yaitu :

% Abdul Khakim,Op.cit, him.108.
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A.

K etentuan-ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

1) PHK dilakukan setelah memperoleh penetapan daribdean
penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PRPHsal 151
ayat (3) dan 152).

2) PHK dilakukan tidak perlu penetapan dari lembadgaHP (Pasal
154), vyaitu buruh/pekerja : masih dalam masa pe@op
mengundurkan diri secara suka rela, mencapai wsigiym, dan
meninggal dunia.

3) PHK dilarang dengan alasan buruh/pekerja (Pasala¥aB81 dan
2) . sakit menurut keterangan dokter; berhalangamjatankan
pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadaparaeg
menjalankan ibadah; menikah; perempuan hamil, nrk&ah
gugur kandungan, atau menyusui bayinya; mempunggalmn
darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekendibdamnya di
dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur da&marmian kerja,
peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersamagirikan,
menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekenijeds buruh,
melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat burulali jam kerja,
atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaiaa,
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjamnja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersaeragadukan
pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatagugaha
yang melakukan tindak pidana kejahatan; perbedaamarp,
agama, aliran politik, suku, warna kulit, golonggmis kelamin,
kondisi fisik, atau status perkawinan; dalam keadeacat tetap,
sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karenauhgan kerja
yang menurut surat keterangan dokter yang jangk&tuwa
penyembuhannya belum dapat dipastikan. PHK dendasara
tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mieanp&an
kembali pekerja/buruh.

Tata Cara/Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*®

Sebelumnya semua pihak (pengusaha, pekerja/burdnikats
pekerja/serikat buruh) harus melakukan upaya umhgnghindari
terjadinya PHK.

Bila tidak dapat dihindari, pengusaha dan serik&kiega/serikat buruh
atau pekerja/buruh mengadakan perundingan (Pasalyis 2).

Jika perundingan berhasil, buat persetujuan bersama

% |bid, him. 115-116.
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4. Bila tidak berhasil, pengusaha mengajukan permahgrenetapan
disertai dasar dan alasan-alasannya kepada lenitfigh(Pasal 151
ayat 3).

5. Penetapan PHK diberikan oleh lembaga PPHI jika odhidHK telah
dirundingkan tetapi gagal (Pasal 152 ayat 3).

6. PHK tanpa penetapan dari lembaga PPHI batal denkurhy
pengecualiannya PHK tanpa penetapan (Pasal 15558n (1) PHK
karena alasan pengunduran diri; (2) PHK karena Hipekerja
meninggal dunia; (3) PHK karena buruh/pekerja tef@masuki usia
pensiun.

7. Selama belum ada penetapan/putusan dari lembagh IRFlda pihak

tetap melaksanakan segala kewajibannya  masing-gjasin

pekerja/buruh tetap menjalankan pekerjaannya dangusaha

membayar upah (Pasal 155 ayat 2). Penyimpangangupaha dapat
melaksanakan skorsing pada buruh/pekerja yang gedidam PHK

dengan tetap membayar upah dan hak-hak buruh (PzBalyat 3).

Tata Cara/Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Bagan®®

Upaya antisipasi terjadinya P}

Berhasi PERUNDINGAN Tidak Berhas

Berhasi Tidak Berhas

Ajukan penetapan secara tertulis kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial

C. Hak-hak Buruh/Pekerja yang di PHK dan Besarnya Kompensasi
PHK

Buruh/pekerja yang terkena PHK berhak atas : uasgammon
(Pasal 156 ayat 2), uang penghargaan masa kegal (P26 ayat 3) dan
uang penggantian hak (Pasal 156 ayat 4). Kompopah untuk dasar
perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa des uang
penggantian hak adalah : upah pokok ditambah segatam tunjangan

% |bid, him.116.
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yang bersifat tetap (Pasal 157). Besarnya kompehags buruh/pekerja
yang terkena PHK dapat dilihat dalam tabel di baimah

Tabel Kompensasi Bagi Buruh/Pekerja ter-PHK*’

No Jenis-jenis PHK Pasal UP UPMK | UPH | J2n9
1 | PHK pd masa percobaan Pasal 154 XXX XXX XXX XXX
2 | PHK karena berakhirmya PKWT | Pasal 154 XXX XXX XXX XXX
3 | PHK karena buruh Pasal 162 XXX XXX V* V*

mengundurkan diri (1)dan(2)
4 | PHK krn buruh mangkir 5 hari Pasal 168 XXX XXX \Y V*
tanpa pemberitahuan tertulis

5 | PHKkrn buruh ditahan pihak Pasal 160 XXX 1x \Y XXX
berwajib ketentuan

6 | PHK krn buruh melanggar Pasal 161 1x 1x \Y XXX
disiplin ketentuan | ketentuan

7 | PHKkrn perusahaan pailit Pasal 165 1x 1x \Y XXX

ketentuan | ketentuan

8 | PHKkrn perusahaan Pasal 164 1x 1x \Y XXX
merugi/mengalami force ayat 1 ketentuan | ketentuan
majeure

9 | PHKkrn perubahan status, Pasal 163 1x 1x V XXX
penggabungan, peleburan, ketentuan | ketentuan
perubahan kepemilikan dan
buruh tak bersedia bekerja lagi

10 | PHK krn perubahan status, Pasal 163 2X 1x \Y XXX
penggabungan, peleburan, ketentuan | ketentuan
perubahan kepemilikan dan
perusahaan tak bersedia
mempekerjakan buruh

11 | PHK krn buruh/pekerja Pasal 166 2X 1x \Y XXX

meninggal dunia ketentuan | ketentuan
12 | PHK krn perusahaan tutup atau | Pasal 164 2x 1x \Y XXX
pengurangan buruh bukan krn ayat 3 ketentuan | ketentuan
merugi atau keadaan memaksa

13 | PHK krn buruh pensiun dan Pasal 167 XXX XXX \Y XXX
tersedia jaminan pensiun ayat 3

14 | PHK krn buruh pensiun dan Pasal 167 2X 1x \Y XXX

tidak tersedia jaminan pensiun ayat5 &6 | ketentuan | ketentuan

15 | PHK krn pengusaha melakukan | Pasal 169 2x 1x \Y XXX

kesalahan berat ketentuan | ketentuan

16 | PHK krn buruh sakit atau cacat | Pasal 172 2x 2x \Y XXX

karena kecelakaan kerja ketentuan | ketentuan
melebihi 12 bulan

%" Libertus JehanHak-hak Pekerja Bila di PHK, Visimedia, Jakarta, 2007, him. 41-42.
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Keterangan :

UP  :Uang Pesangon

UPMK: Uang Penghargaan Masa Kerja

UPH : Uang Penggantian Hak

XXX : Buruh/pekerja ter-PHK tidak berhak

\% : Buruh/Pekerja ter-PHK berhak

* : uang pisah dapat diperoleh apabila buruh/pekéaik fungsi
maupun tugasnya tidak mewakili kepentingan pengusaicara langsung
dan apabila besarnya dan pelaksanaannya telahr diaam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau peraturan kegarbe.

V. PENUTUP

Perlindungan buruh/pekerja mengandung makna segpéya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memtetindungan
kepada buruh/pekerja. Salah satu upaya terseblathaaldanya UU No0.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berdaskhr&sinuang lingkup
cakupan pengaturannya adalah segala hal yang hexgat dengan
tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan e kerja (Pasal 1
angka (1) UU No.13 Tahun 2003). Masa sebelum bakgoje-
employment), masa selama bekeijduring employment) dan masa setelah
bekerja(post employment). Pengaturan masa sebelum bekerja dalam UU
No. 13 Tahun 2003 adalah berkaitan dengan : Peraanalenaga Kerja
dan Informasi Ketenagakerjaan, Pelatihan Kerja,eRgatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Pengaturasa nselama
hubungan kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentaetgriagakerjaan
adalah meliputi : Hubungan Kerja (perjanjian kerj®erlindungan,
Pengupahan dan Kesejahteraan; dan Hubungan Irady&trig meliputi :
(1) serikat pekerja/serikat buruh; (2) organisamngusaha; (3) lembaga
kerja sama bipartit; (4) lembaga kerja sama tripafb) peraturan
perusahaan; (6) perjanjian kerja bersama; (7) wenat perundang-
undangan ketenagakerjaan; dan (8) lembaga penigleparselisinan
hubungan industrial. Pengaturan masa setelah hahukeyja dalam UU
No.13 Tahun 2003 adalah tentang Pemutusan HubuKgga (PHK)
serta hak-hak buruh/pekerja yang di putus hubunkamanya, dan
jaminan sosial tenaga kerja program jaminan kemgaj&ninan hari tua
dan program pensiun. Meskipun pengaturannya mekgbelum, selama
dan sesudah masa kerja, namun tetap saja belumusempnengingat
undang-undang tidak ada yang sempurna, hal inikdkan bahwa UU
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan banyakgatemi uji
material ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga urgtamdang ini
banyak menghendaki peraturan pelaksanaannya. Degaikian UU
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No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jika jidd@cara teori

lingkup berlakunya hukum (khususnya lingkup waktaenurut waktu

(Tijdsgebied)) : menunjukkan kapan suatu peristiwa tertentuudiateh

kaedah hukum, yaitu : (i) sebelum hubungan keija;s@at hubungan
kerja; dan (iii) sesudah hubungan kerja, telah nmeriekriteria tersebut,
karena sesuai hasil pembahasan aspek hukum yahg dalam UU

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ruangumgengaturannya
meliputi sebelum, selama dan sesudah masa kemauiNgka dikaji dari

sisi teori tujuan, sifat dan hakikat hukum keterkag@man belum
sepenuhnya memenuhi. Hukum ketenagakerjaan bantujuamberikan

perlindungan terhadap buruh/pekerja dalam rangkaujuelkan keadilan
sosial, hakikat hukum ketenagakerjaan bertujuannchehgi pihak yang
lemah untuk menempatkan pada kedudukan yang laggikkbmanusiaan
dan sifat hukum ketenagakerjaan tidak semata-matdungan

keperdataan tetapi bersifat publik. Apalagi jikakaii dari tujuan

pembangunan ketenagakerjaan (Pasal 4 UU No.13 Ta00B8) : (a)

Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerjaaseptimal dan

manusiawi; (b) Mewujudkan pemerataan kesempatanja ketan

penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebup#rmbangunan
nasional dan daerah; (c) Memberikan perlindunggra#te tenaga kerja
dalam mewujudkan kesejahteraan; dan (d) Meningkakesejahteraan
tenaga kerja dan keluarganya. Jelas belum sepeadéroapai.
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